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Pemprov Kalbar Raih WTP

Sambungan dari halaman 1

Sulawesi Selatan, Kalbar,
dan Sulawesi Utara,” ujar Rizal
dalam konferensi pers seusai
paripurna di DPRD Kalbar,
Karnis (4/7).

Menurut Rizal, dengan
meraih WTP, anggaran yang
dialokasikan untuk rakyat ka-
Ibar benar-benar sudah sam-
pai untuk rakyat. Kalbar juga
dipastikan mendapat bonus
dari pemerintah pusat dalam
bentuk finansial. -

Rizal menyatakan Pemprov
Kalbar memiliki kehati-hatian
dalam belanja. Berdasarkan
laporan keuangan tersebut,
anggaran Provinsi Kalbar
hampir Rp2,8 triliun dan dari
sisi realisasinya mencapai
Rp2,9 triliun. Anggaran be-
lanja sebesar Rp2,7 triliun dan
realisasinya Rp2,5 triliun atau
93,49 persen. Pendapatan
asli daerah realisasinya Rpl,1
triliun, dana transfer dari pe-
merintah pusat Rp1,2 triliun,
dan pendapatanlain-lain yang
sah Rp518 miliar.

Rizal menuturkan dari au-
dit keuangan tersebut, dapat
diketahui jumlah aset Pemprov
Kalbar yang menjadi kendala
dengan nilai mencapai Rp2,5
triliun. Aset ini terdiri atas
tanah, peralatan dan mesin,
gedung, bangunan, jalan, in-*

stalasi, dan aset tetap lainnya.

"Satu demij satu persoalan
aset berhasil diselesaikan.
Begitu juga terkait perjalanan
dinas,” kata Rizal.

Menurut Rizal, pemeriksaan
keuangan di wilayah timur
sangat berat, dimulai dari
Papua, Sulawesi, Kalimantan,
Nusa Tenggara, dan Bali. Se-
tiap daerah memiliki sumber
daya manusia berbeda. Faktor
sumber daya manusia tersebut
menjadi persoalan.

Saat ini, lanjut Rizal, pe-
merintah daerah bekerjasama
dengan perguruan tinggi dan
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan. Badan
Pemeriksa Keuangan juga
memantau dan memberi pen-
jelasan mengenai keuangan
negara untuk memperbaiki
pengelolaan keuangan di daer-
ah. "Diharapkan kedepannya
lebih baik,” kata Rizal.

Gubernur Kalimantan Barat,
Cornelis mengatakan predikat
WTP ini tidak diperoleh secara
tiba-tiba. Semuanya berkat
kerjasama dan sinergisitas
semua pihak, baik pemer-
intah, DPRD, pegawai, dan
bimbingan dari BPKP, BPK,
dan Inspektorat Jenderal. "Se-
muanya berkomitmen men-
gelola keuangan dengan baik
dan benar. Ini adalah suatu
sikap dalam mengelola pe-

merintahan dengan sungguh-
sungguh dan tanggungjawab,”
ungkap Cornelis.

Ia menjelaskan selama ini
permasalahan aset yakni tidak
tercatat dengan baik. Pemprov
pun menata aset yang men-
jadipersoalan bertahun-tahun
tersebut. "Intinya adalah kerja
keras semua pihak,” katanya.

Cornelis juga meminta
kabupaten dan kota bekerja
dengan baik dalam mengelola
keuangannya. Bagi yang telah
memperoleh WTP, diharapkan
dapat dipertahankan. "Jangan
sampai turun (opininya),” tim-
palnya.

KetuaKomisi ADPRD, Retno
Pramudya, memberikan apre-
siasi tinggi terhadap raihan
predikat Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) yang diberikan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Rl berdasarkan hasil au-
ditterhadap laporan keuangan
Pemerintah Kalimantan Barat
tahun anggaran 2012.

"Kita patut acungi jempol
dan berikan penghargaan
tinggi kepada Gubernur Ka-
Ibar juga Kepala SKPD lain
bersama kepala keuangannya,”
kata dia, Kamis (4/7) di ruang
kerjanya.

Katanya dengan raihan
predikat WTP, Pemprov Kal-
bar harus terus terpacu mem-
pertahankan kinerjanya di

masamendatang. Diharapkan
laporan keuangan pada tahun-
tahun berikut tetap pada posisi
WTP tanpa terkecuali. "Ini be-
rarti kinerjanya menunjukan
perkembangan luar biasa,”
tutur dia.

Ia menambahkan predikat
WTP merupakan penilaian

- tertinggi yang diberikan Badan

BPK RI. Di Kalbar, baru Pe-
merintah Kota Pontianak yang
menyandang predikat WTP
dua tahun berturut-turut yaitu
laporan keuangan tahun 2011
dan2012. Sementara Pemerin-
tah Provinsi Kalbar menyusul
setelah sebelumnya predikat
laporan keuangan satu tingkat
di bawah WTP.

Ketua Fraksi PPP Kalbar ini
memberikan apresiasi kepada
Gubernur Kalbar karena mam-
pu menjalankan prinsip-prin-
sip akuntansi pemerintahan
yang baik, sehingga memper- .
oleh opini mengagumkan. Ini
juga harus menjadi motivasi
bagi pemerintah lainnya di Ka-
Ibar. “Hal-hal yang menjadi
pengecualian bagi pemerintah
daerah akan menjadi perha-
tian dan berusaha memper-
baikinya sesegera mungkin.
DPRD juga akan selalu men-
jalankan fungsi pengawasan
yang lebih menekankan pada
pembinaan dan koordinasi,”
ucapnya.(uni/den)

Sub Bagién Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




